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Abstrak
 

Forum Arbitrase merupakkan forum penyelesaian sengketa yang acapkali dipilih oleh para pihak untuk

menyelesaikan sengketa perjanjian perdagangan karena alasan-alasan efektivitas dan biayanya yang murah.

Namun dengan perkembangan perekonomian dunia yang diiringi dengan kebebasan para pihak dalam hal

menerapkan Pilihan Forum, hasil penyelesaian sengketa demikian berpotensi untuk mengandung unsur-

unsur asing sebagai akibat dari para pihak yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, terletak pada

wilayah hukum yang berbeda, dan/atau bahkan memilih forum Arbitrase asing yang tunduk pada ketentuan

hukum yang berlainan dari pihak dalam perjanjian perdagangan tersebut. Kemudian dalam keberlakuannya,

putusan Arbitrase dapat dimintakan permohonan pembatalannya ke pengadilan negeri. Meskipun demikian,

Indonesia yang memiliki ketentuan hukum Arbitrase nya sendiri, yakni UU No, 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), serta negara anggota New York Convention on

The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (Konvensi New York 1958), menjadi

subjek terhadap dua ketentuan pembatalan putusan Arbitrase yang berbeda. Dalam pengaturannya,

ketentuan pembatalan UUAAPS hanya dapat berlaku bagi putusan Arbitrase nasional, sedangkan Konvensi

New York 1958 berlaku bagi Putusan Arbitrase Internasional. Kendati demikian, suatu putusan Arbitrase

dapat mengandung unsur asing, dan hal ini seringkali mengundang interpretasi yang turut berpengaruh pada

penerapan UUAAPS dan Konvensi New York 1958. Kenyataan ini merupakan salah satu ruang lingkup

kajian Hukum Perdata Internasional karena dalam hal penentuan kewenangan oleh pengadilan negeri dalam

perkara pembatalan putusan Arbitrase yang mengandung unsur asing, timbul pertanyaan “Pengadilan negara

manakah yang berwenang untuk mengadili pembatalan putusan Arbitrase yang mengandung unsur asing

tersebut?” Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan menganalisis praktik kewenangan mengadili

oleh pengadilan negeri di Indonesia sehubungan dengan penerapan pasal-pasal pembatalan Arbitrase yang

ada

......As one of the dispute resolution forums, arbitration, is often chosen by the parties to resolve commercial

agreement disputes due to its effectiveness and cost efficiency. However, as the world’s economy develops,

accompanied by the freedom in implementing the choice of forum, the results of such dispute resolution

potentially contain foreign elements due to the parties being subject to different legal systems, being located

in different jurisdictions, and/or even choosing a foreign arbitration which has different legal system from

the parties involved in the commercial agreement. Notwithstanding aforementioned explanation, arbitration

award can be requested for its annulment to the district court. Nevertheless, Indonesia with its own Law No.

30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Arbitration Law), while also participating as

the member states of the New York Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral

Awards 1958 (New York Convention 1958), is subject to two different provisions for arbitral award

annulment. For example, the provisions for the arbitral award annulment in UUAAPS is only applicable for
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national arbitral award, while the annulment provision in New York Convention 1958 applies to foreign

arbitral award. However, an arbitral award may contain foreign elements, which often results in different

interpretations in its implementation and influences the application of the Arbitration Law and the New

York Convention 1958. This event falls within the scope of Private International Law’s studies because it

raises the question of "Which district court has the authority to adjudicate the annulment of arbitral awards

containing the foreign elements?" Through normative-juridical research, this undergraduate thesis will

analyse the practice of Indonesian district court’s authority in adjudicating the annulment of said arbitral

award in relation to the application of existing arbitration annulment regulations.


